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Abstract

This study aims to determine the Implementation of Building Construction Approval (PBG) at
the Public Works and Spatial Planning Department of Pekanbaru City. Problems that occur at the
Department in the management flow and problems in the community in managing the Implementation
of Building Construction Approval. This type of research is a descriptive qualitative method with
collection techniques through interviews, observation and documentation. The Key Informant Data
Collection Technique and informants were carried out using Purposive Sampling. The Implementation
Theory that the author uses is Charles O'Jones that Implementation is identifying program
implementation or policy implementation, there are three types of activities that need to be considered
carefully, namely organization, Interpretation, Application. The results of this study indicate that the
Implementation of Building Approval (PBG) at the Public Works and Spatial Planning Agency of
Pekanbaru City In the organization.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Masalah yang terjadi Pada Dinas
dalam alur pengurusan serta masalah pada masyarakat dalam melakukan pengurusan dalam
Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Penarikan Data
Key Informan dan informan dilakukan dengan Purposive Sampling. Teori Implementasi yang penulis
gunakan adalah charles O’Jones bahwa Implementasi adalah mengidentifikasi implementasi program
atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama,
yakni organisasi, Interpretasi, Penerapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru Pada organisasi yaitu sumber daya organisasi masih kurang, serta dalam interpretasi pada
petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terdapat masalah beberapa pegawai dan masyarakat belum
bisa mengikuti petunjuk yang telah disediakan, serta pada penerapan pada pelaksanaan prosedur kerja
masih kurang berjalan lancar dikarenakan para pegawai atau karyawan masih belum maksimal
mengoperasikan hal tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung
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Pendahuluan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah
proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan
norma-norma tertentu. Kebijakan pembangunan daerah adalah serangkaian langkah strategis
yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengelola pembangunan
dalam suatu wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memperbaiki infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan
menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap
awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang
tersedia.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam
tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24
tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan bangunan gedung, fungsi dari bangunan gedung
meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus adalah
ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Daerah ini
dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik
dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung,
maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat
pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung atau disingkat dengan IMB. Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Pemerintah menghapus istilah Izin
Mendirikan bangunan (IMB) semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang sebelumnya dikenal dengan IMB kini diganti
menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG merupakan “Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang
diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas,
mengurangidan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan
gedung.”(Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau PP
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16/2021). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) diimplementasikan oleh pemerintah,
khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Anggaran untuk PBG
bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis proyek, tetapi proses pengajuan dan evaluasi
biasanya berlangsung dalam 28 hari. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan
dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya:

1. Adanya suatu kepastian hukum;

2. Perlindungan kepentingan hukum;

3. Pencegahan keruskan atau pencemaran lingkungan;
4. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Sasaran PBG adalah pemilik bangunan yang ingin membangun, mengubah, atau
merawat gedung sesuai standar teknis. Tujuan utama PBG adalah memastikan keselamatan,
kesehatan, dan keberlanjutan bangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Meski serupa, IMB dan PBG memiliki beberapa perbedaan. Berikut selengkapnya Perbedaan
IMB dan PBG.

1. IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat
mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan
permohonan izin.

2. PBG lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan
harus didirikan. Dalam aturan PBG, bangunan harus memenuhi standar teknis yang
sudah ditetapkan berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan
dan pengawasan konstruksi bangunan gedung serta pemanfaatan bangunan gedung.

3. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), ketentuan
penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), dan ketentuan
penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH).

4. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen,
serta ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling
lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Proses yang dilakukan
dalam 28 hari tersebut meliputi:

1. Pengajuan

2. Pemeriksaan Rencana Teknis
3. Perhitungan Retribusi

4. Penerbitan PBG

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kemen PUPR meluncurkan
layanan SIMBG berbasis web untuk mempermudah masyarakat memperoleh izin Persetujuan
Bangunan Gedung atau PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, Sesuai
dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan
substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan
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terbitnya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan
penyesuaian. Menindak lanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen
Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan
Gedung (SIMBG). layanan yang dapat diakses melalui SIMBG berbasis web ini di antaranya
izin PBG, Sertifikat Laik Fungsi atau SLF Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan
Bangunan Gedung Terbangun Maupun Belum berdasarkan Basis Data Tim Profesi Ahli
(TPA), dan Lisensi Arsitek.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2008;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan
proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu
perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan
dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam
masyarakat ia harus mencari tahu dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat
administrasi (dalam Syafiie, 2003;4).

Konsep Adminitrasi Publik

Menurut Sjamsuddin (2016;105) administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa
Inggris publik administration yang sering juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam kamus Webster (1966)
publik administration diartikan sebagai: ” brunch of political science dealing.

R.C. Chandler dan J.C Plano administrasi publik adalah proses dimana sumber daya
dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan - keputusan dalam kebijakan

publik
Konsep Organisasi

Menurut Armosudiro dalam Fithriyyah (2021) organisasi adalah bentuk pembagian
kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua orang atau lebih yang mempunyai
kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu dan secara bersamasama guna tercapainya
sasaran atau tujuan tertentu.

Menurut Robbins dalam Fahmi (2013) organisasi sektor publik adalah kesatuan sosial
yang dikelolak secara sadar, dengan batasan yang dapat diidentifikasi, dan dilakukan secara
terus menerus untuk mencapai tujuan bersama yang telah dibuat sebelumnya.

Konsep Manajemen

Manajemen menurut R.W. Morell dalam bukunya “ Management : Ends and Means”
menuliskan “ Manajemen adalah aktivitas dalam organisasi, terdiri dari penentuan tujuan-
tujuan (sasaran ) suatu organisasi , dan penentuan sarana-sarana untuk mencapaisasaran
secara efektif.
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George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa
tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh
tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang
tersedia.

Konsep Prinsip Kebijakan

Menurut Parsons (20026;15) kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang
mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai
rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebiajakan adalah
usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu tindakan

Beberapa bidang kebijakan publik meliputi berikut; kajian perilaku birokrasi dan elit
politik berkaitan dengan kebijakan yang akan diputuskan. Peran kelompok kepentingan
dalam proses politik biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kekhawatiran
umum dan isu-isu yang ada di antara para aktor politik dan yang terlibat di proses
perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan
atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan
agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal
balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Konsep Implementasi

Menurut Jones (1996:296) “Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Menurut Jones (1996) dalam
Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program
atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara
saksama, yakni:

a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit,dan metode agar
kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat
dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan
dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam
Agustino, 2016:136) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah
Direct and Indrect Impact on implementation. Dalam pendektan yang diteoremakan oleh Edward
III, terdapat 4 (empat) variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu
kebijakan, yaitu:
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a. Komunikasi

b. Sumber daya

c. Disposisi

d. Struktur Birokrasi
Metode

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta
Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR
telah menerima naskah akademik dan draf RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan
lebih lanjut. Draf RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal dan 79 Undang-Undang
terdampak dan salah satu Undang-Undang yang diubah di dalam RUU Cipta Kerja adalah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002). Pasal
25 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai perubahan UU No. 28/2002 yaitu tentang Persetujuan
Bangunan Gedung, standar teknis bangunan gedung, pihak penyelenggara bangunan
gedung, prosedur, wewenang dan sanksi.

Konsep SIMBG

Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) adalah system aplikasi berbasis website
yang di desain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya
dalam layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh
pemerintah Daerah. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) merupakan
wujud dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang telah direncanakan oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah nya baik dalam proses
penyelenggaraan PBG atau SLF sertakontribusi besar dalam pelayanan kepada masyarakat
yang lebih efektif dan efisien. Serta tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan masyarakat
dalam mengurus Izin medirikan bangunan, transparansi pelayanan yang tinggi serta
Sertifikat PBG yang dapat menjadi pedoman untuk membangun bangunan dengan konstruksi
yang optimal. SIMBG dapat di akses melalui website resmi https://simbg.pu.go.id/.

Konsep PBG

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh
pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. =~ BerdasarkanPasal 1 angka
17 PP 16 / 2021, PBG di definisikan seabagai berikut: Perizinan yang diberikan kepada pemilik
bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, mengurangi, dan / atau
merawat bangunan Gedungsesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.
Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami
makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah
sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara
mendalam kepada objek atau informan dalam peneltian, selain itu melakukan observasi
langsung mengenai objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan
Penelitian tentang Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai
hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut :

Organisasi

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam setiap Organisasi Pembentukan atau
penataan ulang sumber daya, unit,dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau
dampak. Dimana organisasi harus memiliki struktur organisasi,adanya sumber daya manusia
yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta
didukung dengan perangkat hokum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya dalam indikator
organisasi bahwasanya organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya
manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja
masih adanya beberapa kekurangan di antaranya Dalam struktur organisasi dengan struktur
yang sudah ada tersebut dan di tetapkan sebelumnya dapat menginformasikan sudah
berjalannya kebijakan PBG ini dengan baik, dimana para pegawai tersebut sudah memiliki SK
masing masing yang di keluarkan oleh walikota Pekanbaru, namun ada beberapa masalah
dimana dari sistem yang di tetapkan tersebut adanya ketidak sesuaian sistem yang
mengakibatkan jumlah waktu dalam pengurusan PBG ini bertambah sehingga membuat
kurang efektifnya dalam pengurusan kebijakan ini serta dengan peningkatan koordinasi
untuk membuat keefektifan dalam pengurusan PBG ini. Namun secara umum dengan
struktur organisasi ini sudah bisa membantu dalam menjalankan kebijakan PBG tersebut di
kota Pekanbaru.

sumber daya manusia dalam Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adanya kekurangan dalam
sumber daya manusia dalam pengurusan PBG dimana sistem yang dikerjakan secara
keroyokan sehingggah membuat kurangnya keefektifan kerja serta respon yang kurang
kepada masyarakat yang memililiki masalah dalam pengurusan PBG, namun pegawai atau
pekerja mengusahakan semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat untuk
pengurusan PBG di SIMBG melalui petunjuk tata cara dan syarat pengurusan PBG untuk
masyarakat tersebut. Meskipun masih ada kekurangan dalam sumber daya manusia yang ada
sehinggah membuat implementasi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pekanbaru masih
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dalam proses menuju arah yang lebih baik, baik dalam pelayanan, maupu kualitas sumber
daya manusia yang ada.

peralatan dan perlengkapan dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat beberapa kekurangan
dimana perlengkapan seperti komputer, dan jaringan masih memiliki masalah semenjak
kejadian kebakaran sebelumnya, sebelum kebakaran tersebut alat-alat dan perlengkapan yang
ada sudah memadai serta dapat mendukung dalam kinerja para pegawai atau pekerja dalam
pengurusan PBG. Dimana peralatan tersebut menggunakan aset Organisasi Perangkat Daerah
( OPD) dan setelah terjadinya kebakaran para pekerja atau pegawai menjadi kesulitan karena
dalam melakukan pekerjaan mereka menggunakan sisa komputer yang ada atau laptop
sendiri.

Interpretasi

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam Interpretasi menafsirkan bahasa
kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
Dimana Interpretasi mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau
ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk
pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya Dalam indikator
interpretasi harus memiliki peraturan,petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dalam
peraturan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah membantu dalam mendorong terealisasikannya
kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), peraturan tersebut sudah mencakup aturan-
aturan tentang bangunan gedung serta diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk
mendorong masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimana
peraturan tersebut tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terdapat pada PP No 16 th
2020 tentang pelaksanaan undang-undang no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Dalam Petunjuk Pelaksana dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tersebut terdapat dalam SOP
yang di keluarkan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), SOP tersebut bisa di donwload
dalam bentuk soft file, SOP ini sebagai petunjuk untuk para pegawai atau karyawan dalam
melakukan pekerjaan mengolah data agar dari dokumen dari para pengurus serta membantu
para pegawai atau karyawan memanfatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dan masih
ada beberapa karyawan yang masih belum bisa mengikuti SOP yang ada di karena kurangnya
kemampuan karyawan tersebut dalam mengoperasikan sistem sesuai dengan SOP tersebut
serta SOP ini juga diberikan untuk para pengurus yang mengajukan PBG sebagai arahan tata
cara pengurusan bangunan gedung tersebut.

Petunjuk Teknis dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang sudah dikeluarkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tersebut sudah membantu para
karyawan dalam mengerjakan sistem sudah ada dengan pekerjaan masing-masing telah
ditetapkan pada karyawan tersebut, namun masih ada beberapa karyawan yang tidak bisa
menggunakan sistem tersebut atau masih kurangnya kemampuan karyawan tersebut dalam
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menjalankan siatem itu serta teori yang ada masih kurang relevan dengan hasil lapangan.
Serta bagi masyarakat standar teknis tersebut sudah menjadi patokan apa saja yang akan
dilakukan masyarakat tersebut mulai dari pengajuan yang akan dilakukan sampai akhirnya
penerbitan tersebut akan dikeluarkan, namun masyarakat masih kurang paham namanya
teknologi sehinggah masih ada beberapa masyarakat yang masih terkendala dalam standar
teknis tersebut.

Penerapan

Menurut Charles O. Jones indikator ini dalam penerapan ketentuan rutin dari
pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
program. Dalam penerapan peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan
petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula
dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasanya Dalam indikator
penerapan harus memiliki prosedur kerja, program kerja, jadwal kegiatan disiplin, dan
adanya sosialisasi dimana bahwasanya Prosedur Kerja dalam implementasi Persetujuan
Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah dan ditetapkan pada sistem sudah dikerjakan sesuai
prosedur tersebut namun dari prosedur kerja tersebut hanya sebagai aturan untuk melakukan
pekerjaan tersebut dan masih ada ketidaksesuaian dengan hasil kerja lapangan. Bagi
masyarakat prosedur kerja yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai namun masyarakat
masih terkendala dalam ketidak puasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini diantaranya
masyarakat lebih mengerti dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pada
pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kurang mengertinya masyarakat
dalam mengaplaod berkas secara online melalui sistem. Dapat dilihat prosedur kerja sudah
cukup baik dalam merealisasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru.

Program Kerja dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang telah disahkan oleh pemerintah
sesuai dengan SK yang telah ditetapkan yaitu SK SIMBG, SK TPA, SK TPT, SK Penilik yang
di keluarkan melalui keputusan wali kota pekanbaru sudah baik dalam memberikan kinerja
yang baik kepada para karyawan. Sebaliknya pada masyarakat program kerja Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) ini sudah cukup baik tapi masih ada masyarakat yang masih suka
dengan program kerja Izin Mandirikan Bangunan Gedung (IMB) yang pengurusannya secara
langsung atau offline dibandingkan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini
secara online, serta respon pegawai dalam memberikan tanggapan atas masalah yang dihadapi
oleh masyarakat dalam pengurusannya dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam
pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini melalui sistem yang telah disediakan.

Jadwal Kegiatan Disiplinan dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah ada, namun para
pegawai atau karyawan memberikan dispensasi atas keterlambatannya ketika waktu
keterlambatan itu sedikit, namun ketika keterlambatannya lama serta sering lambatnya
datang maka diberikan sebuah peringatan kepada yang bersangkutan, dan kedisiplinan dapat
dilihat dari hasil kinerja para pegawai serta pendapat masyarakat terhadap pengurusan yang
mereka lakukan. Masyarakat pada umumnya tidak tahu atas jadwal kedisiplinan namun
masyarakat masih kurang puas atas respon yang diberikan oleh para pegawai atau karyawan
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atas masalah yang mereka laporkan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
oleh karena itu dari hasil wawancara dapat disimpulkan secara umum jadwal kegiatan
disiplin sudah berjalan baik namun masih ada beberapa masalah terutama masyarakat seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya.

"Sosialisasi dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang dilakukan masih kurang terutama kepada
para individu serta sosialisasi lebih berfokus kepada para pengembang perumahan, faktor
mempengaruhi sosialisasi tersebut berada pada masyarakat yang kurangnya pengatahuan
tentang teknologi dimana sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial seperti instagram
tiktok, berita. Sosialisasi lebih mengarah kepada masyarakat ketika masyarakat individu
tersebut datang secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru dimana masyarakat tersebut mendapatkan informasi tentang Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG). Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan masih kurang
dimana tidak mencangkup seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru,
dapat disimpulkan bahwa Impementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum berjalan
maksimal dikarenanakan terdapat beberapa sub indikator dari tiga indikator yang ada dari
proses implementasi yang belum terlaksana dengan baik indikator Organisasi dimana pada
sumber daya dan peralatan dan alat-alat kerja masih bermasalah, dan pada indikator
Interpretasi masih ada Petunjuk Pelaksanaan dan yang bermasalah. Serta Pada Indikator
bermasalah yaitu Program Kerja, Jadwal Kegiatan Disiplin dan Sosialisasi yang membuat
Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Implementasi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
akan menjadi lebih baik kedepannya melalui evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk menunjang terealisasikannya
Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
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